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ABSTRACT 

 

Arjasari Village was designated as the only agrarian reform village in 

Bandung Regency because of its success in asset management, access management 

and land use management that has been carried out well. The potential in Arjasari 

Village includes Agriculture, Animal Husbandry and UMKM (Micro, Small and 

Medium Enterprises) which are the basis for access management so that it needs to 

be further developed by providing assistance in utilizing potential to support the 

local economy. Assistance is carried out by involving various stakeholders who 

work together synergistically and support each other with the aim of improving 

community welfare. This study focuses on the collaboration process and roles 

carried out by the Bandung Regency Land Office with the Bandung Regency 

Agriculture Service, the Bandung Regency Cooperative and SME Service, the 

Bandung Regency Investment and One-Stop Integrated Service Service and the 

Bandung Regency Public Works and Spatial Planning Service. The research 

method used is a qualitative method with a descriptive approach. 

 The results of the study indicate that collaboration that is synergistically 

established between stakeholders contributes positively to community assistance in 

managing regional potential, improving skills, facilitation activities, infrastructure 

development and providing other assistance. The access arrangement program 

implemented in Arjasari Village has a positive impact on improving community 

welfare. This can be seen from the increase in community income, the development 

of supporting infrastructure, and the development of local economic empowerment 

facilities. Through the implementation of this access arrangement, it can increase 

community economic activity while directing local economic development towards 

a more independent and sustainable direction. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria. Undang-undang pokok agraria berfungsi sebagai pedoman utama yang 

merupakan tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Undang-undang ini mengatur 

mengenai pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, 

sesuai dengan amanat konstitusi (Sulistyaningsih, 2021). Reforma agraria adalah 

amanat konstitusi yang bertujuan untuk menata ulang penguasaan, kepemilikan, 

penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. Tujuan utamanya adalah 

mewujudkan kepastian hukum, perlindungan, keadilan, serta kemakmuran bagi 

seluruh rakyat Indonesia (Resti Ananda & Wulansari, 2022). Upaya yang dilakukan 

dalam mendorong terciptanya agraria yang berkeadilan sosial di Indonesia melalui 

pembentukan kelembagaan reforma agraria. Implementasi ini memiliki hukum 

yang kuat yaitu peraturan presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan 

pelaksanaan reforma agraria (Ilham, 2023). 

      Tanah merupakan bagian utama manusia yang tidak bisa dipisahkan dalam 

kehidupan sehingga membentuk korelasi antara tanah dan manusia. Manusia  tidak 

bisa terlepas dari tanah karena tanah digunakan sebagai tempat untuk menjalani 

berbagai aktivitas sehari-hari (Ismanto et al., 2023). Pada saat ini masyarakat masih 

bergantung pada berbagai kegiatan-kegiatan dan usaha yang berkaitan langsung 

dengan tanah sehingga tanah masih menjadi prioritas yang digunakan dalam 

melangsungkan dan mempertahankan kehidupannya  (Yonatan Parmahan Sibuea, 

2011). Setiap Desa memiliki karakteristik dan ciri khas sendiri dalam 

memanfaatkan peluang  yang ada di wilayahnya sehingga dapat mempercepat 

pembangunan masyarakat desa. Dalam melaksanakan peluang tersebut diperlukan 

Kerjasama dari pemerintah desa dengan pemerintah daerah yang memiliki 

tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan prinsip otonomi 

daerah (Lestari et al., 2019). 

       Program Prioritas pembangunan pada masa Presiden Jokowi sering kita kenal 

dengan Nawacita. Nawacita merupakan acuan dalam menjalankan program 
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pembangunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 

2015-2019 hingga RPJM 2020-2024. Fokus dari Tujuannya sejalan dengan Tujuan  

pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 17 tujuannya (Goals) 

dengan memprioritaskan pembangunan di tingkat nansional maupun daerah 

(Sitorus & Budiman, 2022). Oleh sebab itu selaras dengan Program Nawacita Ke-

3 yang dalamnya menyebutkan bahwa Membangun Indonesia dari pinggiran 

dengan fokus pada pengembangan daerah dan desa. Dalam pembanguanan 

Nasional, Reforma Agraria memiliki peranan penting sebagai dasar dalam 

mendukung kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan mendorong pemerataan 

pembangunan, mengurangi ketimpangan, mengatasi kemiskinan serta menciptakan 

lapangan pekerjaan di lingkup pedesaan. (Nurdin, 2017). Dengan demikian, 

reforma agraria menjadi salah satu dari agenda prioritas nasional yang 

diimplementasikan dari pemerintah di tingkat pusat hingga tingkat daerah. 

      Reforma Agraria merupakan agenda global yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Program reforma 

agraria ini diatur dalam ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 yang kemudian di 

pertegas Kembali dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 (Saheriyanto & Suhaimi, 

2021). Akses Reforma agraria dilaksanakan dengan melakukan kegiatan 

pemberdayaan setelah adanya legalisasi asset. Pemberdayaan merupakan langkah 

yang digunakan dalam memberikan kemampuan atau penguatan terhadapat 

masyarakat. Maka dari itu pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses dalam  

memperoleh kekuatan dan akses terhadapat sumber daya agar dapat mendukung 

dalam meningkatkan pendapatan. Perlu adanya pendampingan kepada penerima 

reforma agraria untuk memastikan bahwa hak atas tanah yang dimiliki dapat 

dimanfaatkan dengan baik sehingga mencegah adanya kehilangan hak tersebut 

akibat kurangnya kemampuan dalam mengelola. Penataan Akses dapat diwujudkan 

melalui fasilitas permodalan, pembangunan insfrastuktur wilayah atau penyediaan 

pendidikan dan pelatihan dalam mengelola sumber daya yang ada (Rohman, 2019). 

          Penanganan penataan akses di Indonesia merujuk pada Petunjuk Teknis 

Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2022 yang memuat panduan mengenai 

potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat serta kondisi wilayah. Pada 
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penyusunan rencana, penting dalam memahami potensi serta keadaan masyarakat 

agar pemanfaatan tanah dan lingkungan dapat disesuaikan dengan kapasitas yang 

ada sehingga dapat menghasilkan manfaat yang optimal (Kurniawan et al., 2023). 

Menurut Ahmad Soleh dalam penelitian Endah K. (2020). Potensi wilayah desa 

diartikan sebagai daya, kekuatan, kemampuan dan kesanggupan yang dimiliki oleh 

suatu desa yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat. Potensi desa dapat di bedakan menjadi dua yaitu potensi 

fisik dan potensi non fisik. Potensi fisik meliputi tanah, air, iklim, kondisi geografis, 

hewan ternak dan sumber daya manusia sedangkan kondisi non fisik mencangkup 

karakter masyarakat dan pola interaksinya, kelembagaan sosial, lembaga 

pendidikan, organisasi sosial yang ada di desa serta aparatur dan perangkat desa. 

Oleh karena itu, dalam mengolah potensi wilayah desa berupa sumber daya 

manusia sebagai subyek dalam melakukan pembangunan sehingga dapat 

mengetahui permasalahan yang terjadi pada masyarakat serta  memanfaatkan 

sumber daya alam yang tersedia agar meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi 

pada desa tersebut. 

      Pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan model kolaborasi 

yaitu dengan melibatkan berbagai kemitraan antara pemerintah daerah atau 

organisasi perangkat daerah (ODP), Organisasi masyarakat sipil (OMS), dan badan 

usaha bersama masyarakat. Kolaborasi yang dilakukan bertujuan untuk mengelola 

dan memanfaatkan sumber daya alam dalam meningkatkan kapasitas 

perekonomian masyarakat yang menjadi target dalam pendampingan akses reforma 

agraria. Model ini terjalin Kerjasama antara Kantor Pertanahan yang 

mengkoordinasikan kepada Pemerintah Daerah serta dinas-dinas terkait dalam 

penanganan akses reforma agraria. Dinas-dinas terkait memiliki peran untuk 

memberikan bantuan dari pelaksanaan program setelah terbentuknya kelompok 

masyarakat yang ada di daerah penanganan reforma agraria oleh BPN (Sopyan & 

Sidipurwanty, 2024). 

      Desa Arjasari Kecamatan Arjasari merupakan salah satu wilayah yang ada di 

Kabupaten Bandung yang di tunjuk sebagai Kampung reforma agraria Adanya surat 

keputusan Bupati Bandung Nomor : 590/KEP.1028-DISPERKIMTAN/2023 

tentang pencanangan Desa Arjasari sebagai sebagai kampung reforma agraria. Desa 
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Arjasari ditunjuk sebagai kampung reforma agraria satu-satunya di kabupaten 

bandung karena keberhasilannya dalam penataan aset, penataan akses dan 

penatagunaan tanah yang telah dilakukan dengan baik, oleh karena itu memenuhi 

syarat ditetapkannya sebagai kampung reforma agraria. Desa Arjasari memiliki 

unsur penataan aset melalui pendaftaran sistematis lengkap (PTSL) dan redistribusi 

tanah pada tahun 2018. Pelaksanaan redistribusi tanah yang  berasal dari tanah Eks 

HGU (Hak Guna Usaha) PT.Harjasari seluas 87 Hektar dengan jumlah 1.000 

bidang tanah. Oleh karena itu penataan aset sudah terealisasi sebesar 80% bidang 

yang sudah bersertifikat. Selain itu, persyaratan lain untuk menjadikan kampung 

reforma agraria harus memiliki unsur penataan akses yang dilakukan dalam bentuk 

kegiatan ekonomi masyarakat serta minimal memiliki satu penataan insfrastuktur 

yang dilakukan seperti perbaikan akses jalan, perbaikan jembatan, pembangunan 

Rutilahu, peningkatan air bersih, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Oleh karena itu 

peran aktif masyarakat dan dukungan pemerintah daerah menjadi kunci utama 

dalam perkembangan Desa Arjasari. 

          Penataan aset reforma agraria ini menjadi titik awal untuk melanjutkan dalam 

penataan akses di Desa Arjasari. Potensi yang ada di wilayah Desa Arjasari meliputi 

sektor perekonomian yang lingkupnya dalam bidang pertanian, peternakan dan 

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Pada sektor pertanian masyarakat 

dominan untuk menanam padi, umbi-umbian dan palawija. Hal ini dikarenakan 

ketersediaan pertanian yang sangat melimpah di Desa Arjasari sehingga menjadi 

bahan baku yang ideal untuk berbagai macam olahan. Potensi ini menawarkan 

peluang untuk masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi pertanian menjadi 

olahan makanan yang berkualitas dan memiliki nilai jual yang tinggi. Pada sektor 

peternakan masyarakat melakukan ternak domba. Pada sektor UMKM masyarakat 

mengembangkan usaha pertanian  khususnya kopi menjadi produk kopi siap seduh. 

Hal ini menjadi perhatian pemerintah sekitar dalam berpartisipasi membantu dan 

mengembangkan sektor tersebut sebagai penunjang perekonomian dan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

      Masyarakat Desa Arjasari Sebagian besar menjalankan kelangsungan hidupnya 

dengan melakukan pemanfaataan tanah dan peruntukkan tanah milikinya untuk 

menjalankan usaha. Potensi di desa ini menjadi dasar dalam penanganan akses 
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sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut dengan melakukan pendampingan dalam 

memanfaatkan dan mengolah potensi untuk mendukung ekonomi lokal. 

Pendampingan melalui penanganan akses reforma agraria melibatkan berbagai 

stakeholder untuk mendorong inovasi dan ide kreatif dalam mengelola sumber daya 

alam. Dengan melibatkan berbagi pihak yang saling bekerja sama secara sinergis 

dan saling mendukung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

   Berdasarkan uraian yang ada di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai penataan akses reforma agraria mengenai peran berbagai pihak 

dalam melakukan pendampingan pada pemberdayaan masyarakat, dengan judul 

“Kolaborasi  Dalam Penataan Akses Melalui Potensi Wilayah. Studi di Desa 

Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Pelaksanaan penanganan akses reforma agraria di  Desa Arjasari dimulai pada 

tahun 2022 dengan melalui pendekatan potensi wilayah desa. Potensi di Desa 

Arjasari sangat melimpah yaitu potensi pertanian, potensi peternakan dan UMKM 

sehingga diperlukan pemberdayaan secara maksimal. Kegiatan Penanganan akses 

reforma agraria ini memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk 

mengembangkan usahanya baik di kelompok tani maupun diusaha pemasarnan 

umkm dengan menerapkan model pemberdayaan yaitu kemitraan atau kolaborasi  

antar sektor. Dengan dilaksanakan program ini perlu dikaji juga dampak pada 

Masyarakat di Desa Arjasari dalam mengolah sumber daya alam dengan optimal 

dan mengembangkan produknya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat.  

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa masalah yang dibuat oleh 

penulis. Rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana Bentuk penataan akses yang dilakukan melalui potensi wilayah di 

Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung? 

2. Bagaimana Peran Stakeholder dalam penataan akses melalui Potensi Wilayah 

di Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung? 

3. Bagaimana Dampak penataan akses bagi masyarakat melalui potensi wilayah 

di Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. 
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C. Batasan Masalah  

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan serta menjawab tiga pertanyaan 

pokok yang telah disampaikan sebelumnya. Penelitian ini memiliki batasan dalam 

ruang lingkup pembahasan sehingga difokuskan pada permasalahan yang menjadi 

inti kajian. Fokus utama dari penelitian ini adalah kolaborasi dalam pelaksanaan 

penataan akses pada tahun 2022 hingga 2024 di Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, 

Kabupaten Bandung. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji proses kolaborasi 

(collaborative process) yang berlangsung dalam kegiatan penataan akses reforma 

agraria di desa tersebut. Pemilihan fokus ini juga didasarkan pada pentingnya 

dinamika interaksi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan reforma agraria 

karena menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program penataan akses. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diuraikan peneliti, maka tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Mengetahui bentuk pelaksanaan penataan akses yang dilakukan melalui potensi 

wilayah di Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung 

b. Mengetahui Peran Stakeholder dalam penataan akses melalui Potensi Wilayah 

di Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung 

c. Mengetahui Dampak penataan akses bagi masyarakat melalui potensi wilayah di 

Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung 

2. Manfaat Penelitian 

         Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:  

a. Manfaat Akademis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan referensi bagi bidang akademis pada kegiatan penataan akses. 

b. Manfaat Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan 

pertimbangan kepada Kementerian ATR/BPN dan instansi terkait, sehingga 

membantu dalam menentukan kebijakan dan Menyusun strategi mengenai 

kolaborasi penataan akses reforma agraria. 

c. Manfaat sosial, Hasil penelitian ini diharapkan dapat  memberikan pengetahuan 

terhadapat masyarakat  mengenai kolaborasi dalam penataan akses reforma 

agraria. 
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BAB VI  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Arjasari kecamatan Arjasari 

Kabupaten Bandung dilakukan pelaksanaan pendampingan dengan skema 

selama 3 tahun dimulai pada fase I tahun 2022, Fase II tahun 2023, dan Fase III 

pada tahun 2024. Pelaksanaanya dilakukan mulai dari penetapan lokasi, 

penyuluhan, pemetaan sosial, penyusunan model, penataan kelembagaan dan 

pengembangan usaha. Pada Tahun pertama target kepada masyarakat subjek 

penerima akses reforma agraria sebesar 800 keluarga namun pada tahun kedua 

target subjek penerima akses refroma berkurang sehingga subjek penerima akses 

refroma agraria hanya 198 keluarga. Model pemberdayaan di Desa Arjasari 

menggunakan model Kemitraan yang melibatkan Stakeholder terkait.  

2. Peran Stakeholder Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Arjasari yaitu : (1) 

Dinas Pertanian Kabupaten Bandung berperan memberikan benih, obat-obatan, 

alat pertanian, hewan ternak, bantuan rumah UPH (Unit Pengelolaan Hasil 

Pertanian), pembuatan kartu tani SIBEDAS,  serta pupuk secara gratis.  (2) Dinas 

Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung memberikan memfasilitasi pelatihan 

pembuatan NIB, Fasilitasi pembuatan label sertifikasi halal dengan HAKI, 

pelatihan kewirausahaan serta pameran UMKM. (3) Dinas Penanaman Modan 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan pendampingan Layanan 

pembuatan perizinan yang  diberikan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). (4) 

Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang memberikan dukungan pembangunan 

jalan, tempat pembuangan sampah (TPS) dan embung. 

3. Dampak Penataan akses reforma agraria bagi masyarakat yaitu : (1) Dampak 

Ekonomi yaitu terdapat kenaikan pendapatan masyarakat setelah mengikuti 

penataan akses . Peningkatan ini menunjukkan adanya perubahan positif dalam 

kondisi ekonomi masyarakat setelah dilaksanakannya program penataan akses. 

Masyarakat Desa Arjasari mampu mengelola lahan yang telah mereka peroleh 

secara produktif dengan mengembangkan berbagai jenis usaha seperti pertanian, 

peternakan, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). (2) Dampak 

Sosial yaitu (a) Terbentuknya kelompok-kelompok sebagai wadah untuk 
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berkumpul, bekerja sama, diskusi dan saling mendukung. (b) Rumah 

penampungan hasil pertanian di Desa Arjasari untuk membantu masyarakat 

dalam mengelola hasil panen pertanian serta dapat mengurangi pengangguran 

(c) Rumah produksi Laskar Coffee Arjasari mengola hasil panen kopi lokal 

menjadi produk bernilai ekonomis serta dapat mengurangi pengganguran. (d) 

Pembangunan infrastuktur di Desa Arjasari antara lain seperti  jalan, embung 

dan tempat pembuangan sampah (TPS). 

 

B. Saran 

1. Kolaborasi antar instansi perlu terus diperkuat dan dikembangkan untuk 

mengoptimalkan hasil program penatan akses di Desa Arjasari dalam 

sinkronisasi program dan keberlanjutan dukungan setelah program selesai 

dilaksanakan. Hal ini penting untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat 

aspek yang sudah berjalan dengan baik. 

2. Pemerintah desa bersama stakeholder terkait perlu menggali potensi lokal 

lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal yang bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru.  

3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memperluas ruang lingkup studi 

dengan melibatkan wilayah lain yang memiliki karakteristik berbeda, sehingga 

memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika 

kolaborasi dalam penataan akses berdasarkan potensi wilayah. Selain itu, 

penggunaan metode campuran (mixed methods) diharapkan dapat memberikan 

data yang lebih mendalam dan valid untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

pendukung serta penghambat dalam kolaborasi antar instansi dan pengelolaan 

potensi wilayah secara optimal dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan 

program serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.
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